BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.175, 2009 DEPARTEMEN PERTAHANAN. PNS. Pokok-
Pokok. Pembinaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 09 TAHUN 2009
TENTANG
POKOK-POKOK PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah mengamanat
kan antara lain mengenai mangemen Pegawai Negeri
Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan;

b. bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan dapat
mendelegasikan kewenangan mangemen Pegawal
Negeri Sipil tersebut kepada Pgabat Pembina
Kepegawaian Pusat di antaranya, Menteri Pertahanan
untuk melaksanakan pembinaan Pegawa Negeri Spil
Departemen Pertahanan, baik yang bekerja di lingkungan
Departemen Pertahanan maupun yang bekerja di
lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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Mengingat : 1.

bahwa ketentuan tentang pembinaan Pegawal Negeri
Sipil Departemen Pertahanan sebagaimana diatur dalam
Kep Menhankam/Pangab Nomor:  Kep/05/V/1996
tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, sudah tidak sesua lagi dengan
kondis saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-pokok
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen
Pertahanan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 301), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3149), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1994
Nomor 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
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Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang |zin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3424) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawa Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994
tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3558);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawa Negeri Spil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawa Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenailkan Pangkat Pegawa Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawa Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG

POKOK-POKOK PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1.

Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat
Pembina K epegawai an Pusat Departemen Pertahanan.

Cadon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departemen Pertahanan adalah
pelamar Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleks dan telah mendapatkan
persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan memperoleh
Nomor Identitas Pegawal (NIP) sertatelah diangkat oleh Menteri.

Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan adalah Pegawa Negeri Sipil
yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan, lingkungan Mabes
TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.

Pembinaan PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiens,
efektivitas, dan dergjat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungs dan
kewgjiban kepegawaian yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan,
pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan
digunakan sebagal dasar penggajian.

Golongan/ruang adalah golongan/ruang gaji pokok sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin
Suatu satuan organisas negara.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsi satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya



